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PEMERINTAHKABUPATEN BIAK NUMFOR 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 

KEPUTUSANKEPALADINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN BIAK NUMFOR  

NOMOR:050/05/DPKP/2019 

TENTANG 

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA)DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI / MPR / 1988 dan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas 
KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor tentang Rencana 
Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Biak NumforTahun 2019-2023; 

b.  bahwa Renstra  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu ditetapkan  
dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
berdasarkan  Keputusan  Kepala  Daerah  tentang  Pengesahan Renstra  Dinas  
Perikanan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, pada pasal 111 

 c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b,  perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman tentang Rencana Strategis  Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Tahun 2019–2023.  

 

Mengingat    :     1. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1969   tentang Pembentukan Propinsi Irian 
Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Tahun 1969  Nomor 47); 

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintrahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

8.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembarana Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

10.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 4 Tahun 2018 tentang 
Perubahan pertama Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pembentukan  dan  
Susunan Perangkat   Daerah  Kabupaten  Biak   Numfor  ( Lembaran  Daerah 
Kabupaten Biak  Numfor  Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 ); 

12.   RPJMD 

13.   Peraturan Bupati Biak Numfor nomor 25 Tahun 2017 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Biak Numfor: 

14.   ………. 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :    KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BIAK NUMFORTAHUN 
2019-2023 

 
 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor 
Tahun 2019–2023 yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Biak Numfor adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor atas kewenangan yang diberikan pada Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor. 

2. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor berlaku dari 
Tahun 2019-2023. 

3. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-
2023 memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program serta Kegiatan. 

 
 

Pasal 2 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor memuat 
pengembangan sumberdaya dan sarana prasarana aparatur, Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman, Pertanahan dan Pemakaman. 
 

Pasal 3 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 ini 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Biak Numfor . 
 

Pasal 4 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  
 

     Ditetapkan di  : Biak  
     Pada tanggal   : 10 Nopember  2019 

  
               KepalaDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Biak Numfor  
 
 
 

                                    SIMON RUMAROPEN, S.Sos, MM 
                                    NIP.19680427 199712 1 001 
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KATAPENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karuniya-Nya, 

kami dapat menyusun Rencana Strategi suntuk Tahun 2019-2023, sesuai dengan yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 

Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib 

menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA). 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Biak Numfor merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik (GoodGorvement). 

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun 

dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan 

kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat 

menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak. 

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagimana mestinya. 

 

 

 

                   Biak, 10 Nopember 2019 
 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Biak Numfor 

 

 

 
                     SIMON RUMAROPEN, S.Sos, MM 
                      NIP.19680427 199712 1 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Penyusunan dan penetapan RESNTRA-Perangkat Daerah sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, sdedangkan sistematikan penyusunan RENSTRA 

Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, pada pasal 111 yang mencakup :  

1. Pendahuluan; 

2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 

3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah; 

4. Tujuan dan Sasaran; 

5. Strategi dan Arah Kebijakan; 

6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan; 

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 

8. Penutup. 

 

Sebagai salahh satu perangkat daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jengka waktu lima tahunan. Kewajiban 

ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga 

didasarkan atas kebutuhan dalam rangka Pembangunan Kabupaten Biak Numfor untuk 5 (lima) 

tahun mendatang. 

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJM Kabupaten Biak Numfor dan dilakukan 

review juga terhadap RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas  
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Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Proses penyusunan 

Rencana Strategi dijelaskan sebagaimana gambar berikut : 

gambar 1.1 Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainya 

 

 

 

 

1. 2. Landasan Hukum 

RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor 

Tahun 2019-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian 

Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-undangNomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  
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4. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun2015-2019; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8.  

9. RPJMD 

 

1. 3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Tujuan 

Secara Umum tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Biak Numforadalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan 

pembangunan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan 

secara khusus tujuannya adalah :  

a. Mengidentifikasi(review) secara menyeluruh kondisi pembangunan perikanan melalui 

pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu Sebagai Rencana Strategis Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi; 

b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

c. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
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1.3.2. Maksud 

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut di atas, maka maksud dari penyusunan 

RESNTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini adalah sebagai berikut:  

 

a. Teridentifikasinya kondisi Permahan yang layak huni dan Kawasan Permukiman 

melalui pelayanan/kinerja terkini; 

b. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

c. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan kerangka pendanaan indikatif. 

 

1. 4. Sistematika Penulisan 

 
Adapun sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Biak Numformeliputi enam bab pembahasan dan satu bab penutup, 

sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar lelakang pentingnya penyusunan 

dokumen perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, landasan hukum yang 

memayunginya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, dan sistematika penulisan; 

b. Bab II Gambaran Pelayanan, menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur 

organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berikut sumber daya, kondisi 

kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

c. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman berdasarkan tugas mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas 

dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telaahan visi, misi 

dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Biak Numfor Telaahan RENSTRAK/L, Dinas PUPR 

Provinsi Papua serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Biak Numfor; 

d. Bab IV Tujuan, Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor; 
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e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dam lima tahun mendatang;  

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program 

dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; 

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indicator kinerja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; 

h. Bab VIII Penutup, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan mengimplementasi RESNTRA Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman.
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN 
DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan pertama Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pembentukan  dan  Susunan Perangkat   

Daerah  Kabupaten  Biak   Numfor  ( Lembaran  Daerah Kabupaten Biak  Numfor  Tahun 2018 

Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 ); dan Peraturan Bupati 

Biak Numfor nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor, dan sebagai OPD teknis yang melaksanakan 

urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas tugas pembantuan dalam bidang 

urusan Perikanan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 
2. 1. Tugas,FungsidanStrukturOrganisasiDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan Bidang Perikanan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukian; 

d) Pelaksanaan ketata usahaan dinas; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain  yang  diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan  tugas 

dan fungsinya. 

 
 
 
 
 
 



Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

11 Draft Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 

 

 
 Susunan Organiasai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari  : 

a. Kepala; 

b. Sekretaris; 

c. Kepala Bidang  

d. Kepala Bidang  

e. Bidang Pelayanan; 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak 

Numfor sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017  Tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak 

Numfor sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahi  : 

1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

c. Bidang Perumahan Rakyat membawahi ; 

1) SeksiPenyediaan Perumahan ; 

2) Seksi Rehabilitasi Perumahan ; dan 

3) SeksiPembiayaan Perumahan. 

d. Bidang Kawasan Permukiman; membawahi : 

1) SeksiPrasarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman ; 

2) SeksiPenata Pemukiman Kumuh ; 

3) SeksiPenataan Pemukiman Strategis Dan Khusus. 

e. Bidang Pertanahan, membawahi : 

1) Seksi Pengadaan,Penetapan dan Penggunaan Tanah ; 

2) SeksiPemanfaatan Lahan Pemakaman; dan 

3) Seksi Penyelesaian Masalah Tanah. 
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f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Tugas, fungsi dan rincian tugas dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman sebagai berikut : 

 

1. Kepala Dinas  

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai  tugas membantu Bupati 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati; 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman; 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

d) Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain  yang  diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan  tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretariat Dinas 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas–tugas Dinas dalam menyelenggarakan  dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan 

keuangan dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai 

fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan dan penyusunan program Dinas; 

b) Penatausahaan urusan umum ; 

c) Penatausahaan kepegawaian; 

d) Penatausahaan keuangan; dan 
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e) Pengelolaan inventaris Dinas. 

(3) a)      Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b)    Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

 
3. Bidang Perumahan Rakyat 

1. Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan penyediaan 

Perumahan, Rehabilitasi dan Pembiayaan Perumahan. 

2. Untuk melaksanakkan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Bidang Penyediaan 

Perumahan mempunyai Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan, rehap dan pembiayaan 

perumahan; 

b. Pelaksanaan pembinaan penyediaan prumahan, rehabilitasi dan pembiayaan 

Perumahan. 

c. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan penyediaan perumahan, 

rehabilitasi dan pembiayaan perumahan 

d. Pelaksanaan evaluasi pembangunnan penyediaan perumahan, rencana 

rehabilitasi dan analisa pembiayaan perumahan. 

3. Bidang Perumahan Rakyat Terdiri atas 3 ( tiga ) Seksi : 

1. Sekksi Penyediaan perumahan; 

2. Seksi Rehabilitasi Perumahan; 

3. Seksi Pembiayaan Perumahan. 
 

4. Bidang Kawasan Permukiman 

1. Bidang Kawasan Permukiman  mempunyai ttugas menyelenggarakan prasarana 

utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh serta penataan 

Permukiman Kumuh dan Penataan Permukiman strategis daan khusus. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bidang Penyediaan 

Perumahan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan, rehap dan pembiayaan 

perumahan; 

b. Pelaksanaan pembinaan penyediaan prumahan, rehabilitasi dan pembiayaan 

Perumahan. 
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c. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan penyediaan perumahan, 

rehabilitasi dan pembiayaan perumahan 

d. Pelaksanaan evaluasi pembangunnan penyediaan perumahan, rencana 

rehabilitasi dan analisa pembiayaan perumahan. 
 

5. Bidang Pertanahan 

a. Bidang Pertanahan  mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan,  penetapan dan 

penggunaan tanah, pemanfaatan lahan pemakaman dan penyelesaian masalah tanah; 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Pertanahan 

mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis pengadaan penetapan dan pengadaan tanah, 

pemanfaatan lahan pemakaman dan penyelesaian masalah tanah; 

b. Pelaksanaan program pengadaan penetapan dan pengunaan tanah, 

pemanfaatan lahan pemakaman dan penyelesain masalah tanah; 

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, registrasi dan sertikasi tanah milik 

pemerintah; 

d. pelaksanaan  pengelolaan dan pemanfaatan lahan pemakaman. 

 

2. 1. 2. KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, Kelompok Jabatan Fungsional, berada dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang, 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai 

dengan tugasmasing-masing: 

1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila 

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan 

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya. 
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3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 

jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah 

dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

 
5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab masing-

masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan 

rapat-rapat berkala. 

7) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau 

pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, 

pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat 

struktural dan/atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya. 

8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan 

peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya. 

9) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 

pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan. 

 

2. 1. 3. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor, 

bahwa struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak 

Numformeliputi; Kepala Dinas, Sekretaris, dan tiga  KepalaBidang. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat 

pada bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak 

Numforadalah sebagai berikut :
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gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab, Biak Numfor 
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2. 2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak 

Numfor mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan 

perundang-undangan yang  ada.  Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri 

bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu 

diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Biak Numfor saat ini. 

Sampai dengan akhir Tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Biak Numfor didukung oleh sebanyak 53 Orang staff struktural dengan perincian: 

 

Tabel 2.1.  Daftar Perincian Golongan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Biak NumforTahun 2018 

 

No Golongan/Ruang Jumlah Orang 

1.  IV/e - - 

2.  IV/d - - 

3.  IV/c 1 Orang 

4.  IV/b - - 

5.  IV/a 1 Orang 
6.  III/d 5 Orang 

7.  III/c 2 Orang 

8.  III/b 5 Orang 

9.  III/a 5 Orang 

10.  II/d 1 Orang 

11.  II/c 3 Orang 

12.  II/b 4 Orang 

13.  II/a 8 Orang 

14.  I/d - - 

15.  I/c - - 
16.  I/b - - 

17.  I/a - - 

JUMLAH 35 Orang 
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Tabel 2.  2. Jumlah PNS/CPNS menurut pendidikan  

No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang 

1.  Strata 3 (S3) - - 

2.  Strata 2 (S2) 2 Orang 

3.  Strata 1 (S1) 13 Orang 
4.  Diploma IV (DIV) - Orang 

5.  Diploma III (DIII) 3 Orang 

6.  Diploma II (DII) - Orang 

7.  Diploma I (DI) - Orang 

8.  SLTA 17 Orang 

9.  SLTP - Orang 

10.  SD  Orang 

JUMLAH 35 Orang 

 

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian: 

1. PNS : 35 Orang 
2. CPNS : 3 Orang 

 

 Asset/Modal 

Sampai pada akhir tahun 2018 jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Biak Numfor diantaranya yaitu Rp.,-berupa Asset tanah, Rp.,- berupa 

asset peralatan dan Mesin, Rp.,- berupa Asset gedung dan bangunan, Rp.,- berupa jalan, irigasi 

dan jembatan, Rp. dan berupa asset tetap lainnya,  Asset tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 
Tabel 2. 3.  Daftar Asset Modal Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanTahun 2018 
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2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujutdan dari akuntabilitas instansi 

pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja 

akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka 

tingkat hasil capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman Kabupaten Biak Numfor 

dapat disampaikan sebagai berikut :  

1) Peningkatan koordinasi teknis dengan instasi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman.  

2) Perlu dilaksanakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik.  

3) Sebagai Dinas Teknis juga mempunyai tugas sebagai pelayanan kepada masyarakat dalam hal 

pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

Tabel 2.3.1.  Jumlah Rumah Yang Telah dibangun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimana Biak Numfor 

 
 

 

 

 

No Tahun Pembangunan Baru Peningkatan Kualitas 

1. 2014 88 9,6 

2. 2015 135 11,7 

3. 2016 146 300 

4. 2017 82 320 

5. 2018 70 450 

6. 2019 - 288 



Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
 

20 Draft Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 

 

Tabel 2.3.3.  Capaian Kinerja renstra 2019-2023 
 

No Indikator 
Kondisi 

Awal  
2018 

 
Capaian Kinerja 

2019 2020 2021 2022 2023 
Target 
Akhir 
2023 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 

Cakupan jumlah rumah layak huni yang 
terbangun 

1,151,00 2,366,00 3,581,00 4,795,00 6,010,00 7,225,00 7,225,00 

Jumlah bantuan stimulan per kepala 
keluarga (KK) 

1,080,00 1,830,00 2,580,00 3,330,00 4,080,00 4,830,00 4,830,00 

Cakupan penataan kawasan kumuh yang 
terbangun 

1,500,00 22,00 29,00 36,00 43,00 50,00 50,00 

2 

Jumlah tanah pemerintah yang 
digantirugikan 

50,00 54,00 58,00 62,00 66,00 70,00 70,00 

Jumlah lokasi pemerintah yang 
disertifikatkan 

37,00 39,60 42,20 44,80 47,40 50,00 50,00 

3 
Cakupan pembangunan sarana dan 
prasarana pemakamam yang terbangun 

- - 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

4 Cakupan penyelesaian tanah di Distrik 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00 
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Tabel 2.3.4. Evaluasi Hasil Kinerja Renja Dinas selama lima (lima) Tahun 2019-2023 
 
 

    

     
  

No Urusan & Program /Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

Outcome dan Kegiatan 
Output  

  

Target 
RENSTRA 

2019-2023 

Realisasi outcome program 
& output kegiatan 

Tahun 
2022 

Perkiraan Realisasi 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Realisasi 
Capaian 
Program 

&Kegiatan 
s/d 2023 

Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A.  
Program Pelayanan Adminstrasi 
Perkantoran 

                  

1 
Penyediaan Jasa Komunikasi 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah biaya jasa 
komunikasi dan listrik yang 
terbayar 

  60 12 12 12 12 48 80% 

2 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Tersedianya jasa peralatan 
dan perlengkapan kantor  

  60 12 12 12 12 48 80% 

3 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan 
dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional 

Tersedianya jasa 
pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan kantor  
  60 12 12 12 12 48 80% 

4 
Penyediaan Jasa Kebersihan 
Kantor 

Tersedianya jasa kebersihan 
kantor  

  60 12 12 12 12 48 80% 

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor    60 12 12 12 12 48 80% 

6 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Tersedianya keperluan 
barang cetakan dan 

penggandaan  
  60 12 12 12 12 48 80% 

7 Penyediaan Makan dan Minuman 
Tersedianya makanan dan 

minuman  
  60 12 12 12 12 48 80% 
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8 
Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi ke Luar Daerah  

Meningkatnya kordinasi 
kerja antar daerah  

  60 12 12 12   48 80% 

9 
Penyediaaan Adsministrasi 
Keuangan 

    60 12 12 12   48 80% 

10 Penunjang Dana Alokasi Khusus 
Adanya Evaluasi, Monitoring 
dan Pelaporan kegiatan DAK 

  60 12 12 12 12 48 80% 

11 
Penyediaan Sarana Persewaan 
Mobilitas Darat dan Air 

Tersedianya sarana dan 
persewaan mobilitas darat 

dan air 
  60 12 12 12 12 48 80% 

B 
Progran Peningkatan Disiplin 
Aparatur     

              

1 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Perlengkapannya 

Tersedianya pakaian khusus 
dan hari-hari tertentu 

pasang 300 - 100 100   200 67% 

C 
Progran Peningkatan Kapasitas 
Sumberdaya Aparatur 

                  

1 
Pendidikan PPNS bagi Pegawai 
DKP 

Tersedianya aparatur yang 
dapat menyidik tindak 

pidana perikanan 
orang 3 2       2 67% 

D 

Program Peningkatan 
Pengembangan, Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan  

                  

  
Penyusunan Laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD  

 

jumlah Penhyusunan 
laporan capaian kinerja 
SKPD yang tersusun 

 Dokumen 60 12 12 12 12 48 80% 

 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Semesteran dan 
Realisasi Anggaran 

Jumlah Laporan 
Semesteran Prognosis 
yang tersusun 

Dokumen 60 12 12 12 12 48 80% 

 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun 

jumlah laporan keuangan 
akhir tahun 

Dokumen 60 12 12 12 12 48 80% 
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Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) SKPD 

jumlah dokumen RKA Dokumen 60 12 12 12 12 48 80% 

E. 
Program Pengembangan 
Perumahan     

              

 
Pembangunan Rumah Swadaya    
( DAK Afirmasi ) 

 Cakupan jumlah rumah 
layak huni yang terbangun 

Unit 7,225 2,366 3,581 4,795 6,010 7,225  

  
Jumlah bantuan stimulan 
per kepala keluarga (KK) 

Unit 4,830 1,830 2,580 3,330 4,080 4,830  

  
Cakupan Penataan Kawasan 
kumuh yang terbangun 

Unit 50 22 29 36 43 50  

F. 

Program Penataan penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 
 

         

 
Penataan penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Jumlah tanah pemerintah 

yang digantirugikan  70 54 58 62 66 70  

Jumlah lokasi pemerintah 

yang disertifikatkan Dok 50 39,60 42,20 44,80 47,40 50 
 

G. 
Program Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

         

 
Pembangunan sarana dan 
prasarana pemakaman 

Cakupan pembangunan 
sarana dan prasarana 
pemakaman yang 
terbangun 

Unit 50 - 26 34 42 50  

H. 
Program Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan 

         

 
Fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan 

Persentase sengketa tanah 
yang tertangani 

 75 55 60 65 70 75  
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Tabel 2.3.5.  Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
                          Kabupaten Biak Numfor 

        
 

                            - 

  
 

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN INI REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE 

RATA-RATA 
PERTUMBU
HAN 
  

NO
. 

NAMA  
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

          

  

  KET 
2014 2015 2016 2017 2018 

          
   

                                        

                                       

1 

PROGRAM 
PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

620,910,000 861,496,70 1,502,694,000. 1,421,799,650. 599,835,000. 619,436,504. 777,595,180. 1,013,423,722. 
1,058,723,975

. 
594,991,148. 99.76 90.26 

 
74.46 

 
99.49 

 
- 

 
-   

 
                    

2 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

-  100,000,00. 42,000,000 
  

- 100,000,000. 
    

100. 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   

 
                    

3 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DISIPLIN 
APARATUR 

- 64,500,000. 100,000,000 64,500,000 
 

- 64,460,000. 99,770,000. 0.00 
  

99.94 
 

99.77 
- - - 

  

 
                    

4 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBERDAYA 
APARATUR 

 
149,525,00

0 
150,000,000 

   
97,847,800. 114,560,000. 

   
65.44 

 
76.37 

 
- - - 

  

                      

5 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN 
DAERAH 

  
20,000,000 

    
20,000,000. 

    
 

100.00 

 
- 

 
- - 
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NO. 
 

 
 

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN INI 
 

 

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE 

RATA-
RATA 

PERTUMBU
HAN 

NAMA  
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
 

                  

 

 

               
- 

                  

                 
- 
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2. 4. TantangandanPeluangPengembanganPelayananDinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat dengan melakukan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) yaitu 

dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan : 

 

4. Lingkungan Internal KEKUATAN (S):  

1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak 

Numfor 2011-2031 

2) Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 

3) Peraturan Daerah Nomor . Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Biak Numfor 

4) Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

 

KELEMAHAN (W): 

1) Kurangnya  sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 

2) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban 

dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan; 

3) Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian; 

4) Belum tersedianya sistem informasi yang handal  

5) Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat 

6) Pengurangan jumlah keluarga miskin yang relative lambat.  

7) Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta 

Ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 

Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) Biak Numfor.  

8) Belum memadainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Kawasan Pemukiman 

Perkotaan dan Perdesaan 

 

5. Lingkungan Eksternal  

PELUANG (O): 

1) Adannya sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 
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2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rumah layak huni bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah; 

3) Menyusun perencanaan tentang Kegiatan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah serta Revitalisasi Infrastruktur Perumahan dan Permukiman; 

4) Melaksanakan Pendataan dan Pemetaan Perumahan dan Kawasan Kumuh. 

 

ANCAMAN (T):  

(1) Belum terpolanya jaringan infrastruktur dalam pengembangan wilayah: 

(2) Sanitasi lingkungan pemukiman yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat  

(3) Masalah regulasi tentang penanganan perumahan dan permukiman serta kawasan kumuh; 

(4) Permasalahan Status lahan/tanah pada kawasan permukiman kumuh.  

(5) Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang aturan masalah perumahan/permukiman 

(6) Terjadinya bencana kebakaran pada kawasan pemukiman padat penduduk dan kawasan 

kumuh  

(7) Kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penduduk 

pendatang serta pemukiman kumuh. 

(8) Belum ada pengeloalaan dan penataan  Areal Pemakaman 
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BAB III 
PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayananDinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat 

baik Dalam melaksanakan program-program yang mendukung Visi dan Misi Bupati yang 

sesuai dengan harapan masih memenuhi hambatan dikarenakan banyaknya permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, adapun 

permasalahan – permasalahan yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut :  

b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah. Kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan 

kebutuhan yang ada, selain personil (pegawai) yang belum sesuai dengan kapasitas 

masing-masing  (back ground pendidikan yang masih kurang sesuai dengan bidang tugas 

yang diemban) dan tingkat kompetensi SDM, 

c. Belum Optimalnya data base bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dirasakan. 

Hal ini lebih disebabkan oleh belum terbangunnnya data base bidang perumahan dan 

permukiman secara terintegrasi. Selain itu disebabkan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.  

d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang 

Permukiman dan Permumahan Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan 

pemerintahan yang good governance dan clean government, kontribusi masyarakat 

(stakeholders) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda 

pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (stakeholders). 

e. Kurangnya sarana prasarana gedung kantor, peralatan kantor dan sarana operasional 

kantor yang memadai. Saat ini Dinas Permuahan dan Kawasan Permukiman menempati 

bangunan Ruko yang di sewa. Adapun untuk ruang pertemuan dan arsip beserta 

perlengkapannya belum tersedia. Demikian pula untuk sarana operasional yang tersedia 

banyak yang tidak layak.  

f. Banyak lahan masyarakat belum bersetifikat termasuk sejumlah lahan yang sudah ada 

bangunan dan fasilitas umum dan pemerintah belum memiliki dokumen pelepasan tanah 

maupun sertifikat. 
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Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut : 

 

“BIAK  NUMFOR  YANG  RELIGIUS,  BERKARAKTER  DAN  BERBUDAYA  

SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU 

KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN” 

 

Asumsi dasar Visi Pembangunan dimaknai sebagai berikut : 

Religius 

Pemerintah daerah Kabupaten Biak, tentnya menginginkan setiap individu atau  

masyarakat  di  daerahnya  memiliki  sikap  religius  dan  juga  dapat menerapkan nilai-nilai 

religius. Kata religius bermakna religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai kata bentuk 

dari kata benda yang berarti agama. Agama  mempunyai  arti:  Percaya  kepada  Tuhan  atau  

kekuatan  super  human atau kekuatan  yang di atas dan di sembah sebagai pencipta dan 

pemelihara alam  semesta,  Ekspresi  dari  kepercayaan  di  atas  berupa  amal  ibadah,  dan suatu  

keadaan  jiwa  atau  cara  hidup  yang  mencerminkan  kecintaan  atau kepercayaan  terhadap  

Tuhan,  kehendak,  sikap  dan  perilakunya  sesuai dengan aturan Tuhan yang akan tampak dalam 

kehidupan kesehariannya. Religius  yang  diwujudkan  melalui  sikap  religius  masyarakat  di 

Kabupaten  Biak  Numfor,  yaitu  suatu  keadaan  individu  yang mana setiap  melakukan  

aktivitasnya  selalu  berkaitan  dengan agamanya.  Dalam  hal  ini  pula  dirinya  sebagai  hamba  

yang mempercayai  Tuhannya  berusaha  agar  dapat  merealisasikan  atau mempraktekkan  setiap  

ajaran  agamanya  atas  dasar  iman  yang  ada dalam batinnya.  

Berkarakter 

 Masyarakat  Kabupaten  Biak  Numfor  yang  berkarakter  yaitu masyarakat  yang  

menerapkan  nilai-nilai  kepribadian  yang  terpatri dalam  diri  melalui  pendidikan,  

pengalaman,  percobaan,  pengorbanan dan  pengaruh  lingkungan  yang  dipadu  dengan  nilai-

nilai  yang  berasal dari  dalam  diri  individu  atau  masyarakat  dalam  system  daya  juang yang 

akan melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku dalam bertindak. 

 Karakter  dapat  dimaknai  sebagai  nilai  dasar  yang  membangun pribadi  seseorang,  

terbentuk  baik  karena  pengaruh  hereditas  maupun pengaruh  lingkungan,  yang  

membedakannya  dengan  orang  lain,  serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari. Karakter  merupakan  cara  berpikir  dan  berperilaku  yang  akan  

 



Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
 

30 Draft Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 

 

menjadi ciri  khas  tiap  individu  untuk  hidup  dan  bekerja  sama,  baik  dalam lingkup 

keluarga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu karakter dianggap  sama  dengan  

kepribadian,  kepribadian  dianggap  sebagai  ciri atau  karakteristik  atau  gaya  atau  sifat  khas  

dari  seseorang  yang bersumber  dari  bentuk-bentukan  yang  diterima  dari  lingkungan. 

Masyarakat Kabupaten Biak Numfor berkarakter yaitu masyarakat yang memiliki  kepribadian,  

memiliki  sikap  dan  perilaku  yang  terpatri  pada diri  setiap  individu, diwujudkan  melalui  

pendidikan  nilai-nilai  karakter yang  menjadi  ciri  khas,  terbentuk  sejak  dini  dan  diterapkan  

dalam kehidupan sehari-hari.  

Berbudaya 

Dalam  terminologi  bahasa  Indonesia  istilah  budaya  diartikan sebagai : 1) pikiran akal 

budi: hasil budaya; 2) adat istiadat: menyelidiki bahasa  dan  budaya;  3)  sesuatu  mengenai  

kebudayaan  yang  sudah berkembang  (beradab, maju): jiwa yang budaya; 4) sesuatu yang sudah 

menjadi  kebiasaan  yang  sudah  sukar  diubah.  Sedangkan  istilah  

kebudayaan diartikan sebagai ; 1) hasil kegiatan dan penciptaan bathin (akal budi) manusia seperti 

kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 2) antar  keseluruhan  pengetahuan  manusia  sebagai  

makhluk  sosial  yang digunakan  untuk  memahami  lingkungan  serta  pengalamannya  dan yang 

menjadi pedoman tingkah lakunya. 

Sumbu Pertumbuhan 

Dalam  konteks  regional,  istilah  sumbu  pertumbuhan  juga  dapat diartikan sebagai 

simpul atau kutub pertumbuhan. Pembangunan yang dilaksanakan  di  Kabupaten  Biak  Numfor  

diharapkan  dapat mengembangkan dan mempercepat daya saing serta laju pertumbuhan yang  

kuat  dalam  perekonomian  wilayah  dan  dapat  mendorong perkembangan  wilayah  disekitar  

yang  relatif  belum  berkembang. Kabupaten  Biak,  dalam  era  globalisasi  dan  perdagangan  

bebas  yang sangat  kompetitif  akan  menghadapi  tantangan  berat  dalam merumuskan  kebijakan  

pembangunan  ke  depan  agar  mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder serta tersier 

penduduknya.  

Berdaya saing 

Daya  saing  merupakan  salah  satu  kriteria  untuk  menentukan keberhasilan dan 

pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah  dalam  upaya  peningkatan  

pendapatan  dan  pertumbuhan ekonomi.  Daya  saing  didentifikasikan  dengan  masalah  

produktifitas dan  efisiensi,  yaitu  dengan  melihat  tingkat  output  yang  dihasilkan untuk  setiap   
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input  yang  digunakan.  Artinya  untuk  meningkatnya produktifitas  perlu  ditunjang  oleh  

peningkatan  jumlah  input  fisik modal,  tenaga  kerja  dan  peningkatan  kualitas  input  yang  

digunakan serta peningkatan teknologi. 

Kesejahteraan 

Kesejahteraan  dalam  istilah  umum  menunjuk  ke  keadaan  yang baik, aman sentosa dan 

makmur; bahagia dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya), 

dan ketentraman hidup.   

Kemandirian 

Kemandirian  adalah  suatu  sikap  yang  memungkinkan seseorang untuk  bertindak  bebas,  

melakukan  sesuatu  atas  dorongan  sendiri  dan untuk  kebutuhannya  sendiri  tanpa  bantuan  

dari  orang  lain,  maupun berpikir  dan  bertindak  original/kreatif,  dan  penuh  inisiatif,  mampu 

mempengaruhi  lingkungan,  mempunyai  rasa  percaya  diri  dan memperoleh kepuasan dari 

usahanya. Istilah kemandirian menunjukan adanya  kepercayaan  akan  sebuah  kemampuan  diri  

dalam menyelesaikan  masalah  tanpa  bantuan  dari  orang  lain.  Individu  yang mandiri  sebagai  

individu  yang  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah yang  dihadapinya,  mampu  mengambil  

keputusan  sendiri,  mempunyai inisiatif  dan  kreatif,  tanpa  mengabaikan  lingkungan  

disekitarnya. 

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 (enam)Misi Pembangunan 

yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunanya itu : 

1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel; 

2) Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; 

3) Mewujudkan Kualitas SDM yang Cerdas, Inovatif dan Kreatif; 

4) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat; 

5) Meningkatkan Suasana Aman dan Damai Dalam Masyarakat dilandasi Nilai 

Keagamaan dan Nilai Adat Istiadat; 

6) Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan 

Lingkungan Hidup. 

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan visi dan misi 

menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 Tetang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah 
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Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 sebagai mana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Daerah. Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, 

akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan. Dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran. 

 

Tabel 3. 1.  Tujuan dan Sasaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 

Misi Tujuan Sasaran 

Mewujudkan  
Percepatan  
Pembangunan  
Infrastruktur Dasar  
dan Strategis yang  
Berwawasan 
Lingkungan dab Tata 
Ruang 

MewujudkanPembangunan  
Sarana dan  
Prasarana  
Infrastruktur  
Daerah Guna  
Menopang  
Perkembangan  
Wilayah dan  
Pertumbuhan 

Peningkatan aksesibilitas dalam 
mendukung pengembangan ekonomi  
wilayah kepulauan 

Implementasi Rencana Tata  
Ruang Wilayah secara  
konsisten 

Meningkatnya pemenuhan  
perumahan layak huni dan  
penataan pemukiman 

Meningkatnya ketersediaan  
energi baru terbarukan 

Meningkatnya jangkauan pelayanan 
sistem komunikasi dan informasi  
antar wilayah 

Meningkatkan  
Pengelolaan  
Lingkungan Dalam  
Pembangunan  
Berkelanjutan 

Meningkatnya Indeks  
Kualitas Lingkungan 

 

3.2. Telaahan RenstraK/L dan Renstra 

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja 
melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan 
propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor  berdasarkan Renstra Kementerian 
Perikanan/Lembaga dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: 
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Visi dan Misi VISI Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap 

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah" 

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan 

melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui 

pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan 

sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman”. 

Adapun makna dari visi tersebut adalah :  

- Layak, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan 

kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan 

Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.  

- Berkelanjutan, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman 

dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang. MISI Untuk 

mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 - 

2019 adalah : 

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta 

Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan.  

2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan 

bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan 

Strategis (WPS).  

3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam 

rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019.  

4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan 

masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan 20 infrastruktur 

permukiman.  

5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang 

profesional dengan menerapkan prinsip good governance.  

 

 Program Strategik 

 Rincian program dan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan 

dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : program  

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infra struktur Permukiman dengan 

indikator kinerja outcomenya : meningkatnya jumlah kabupaten kota yang 

menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai  
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rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan 

permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infra 

struktur bidang permukiman yang berkelanjutan, yang diukur dari:  

a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi 

masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan 

akses air minum;  

b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan 

permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan 

permukiman kumuh perkotaan; 

c. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi 

masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan 

akses sanitasi.  

Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 3 buah dengan dilengkapi indikator 

output. Penjelasannya sebagai berikut :  

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam 

Pengembangan Permukiman dengan outcomenya : meningkatnya perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang 

pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang 

mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman, yang diukur 

melalui indikator :  

g. Jumlah produk NSPK nasional bidang permukiman. 

h. Jumlah produk NSPK daerah bidang permukiman.  

i. Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan 

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 

(SPPIP).  

j. Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan 

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) 

Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan.  

k. Jumlah produk pendampingan penyusunan rencana tindak.  

l. Jumlah produk diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi 

pemda, masyarakat dan swasta. 21 

m.  Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani.  
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n. Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan 

infrastruktur pendukungnya.  

o. Jumlah kawasan perumahan bagi MBR.  

p. Jumlah kawasan permukiman rawan bencana.  

q. Jumlah kawasan perdesaan potensial/agropolitan setara 600 Ha 

yang tertangani. 

r. Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung 

kegiatan ekonomi dan sosial.  

s. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana 

lingkungan permukiman.  

t. Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana 

lingkungan permukiman.  

2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan 

dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi 

dan Persampahan, dengan outcomenya : meningkatnya pelayanan perumusan 

kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis dan 

pengelolaan pengembangan infrastruktur bidang sanitasi dan persampahan 

yang diukur melalui indikator :  

a. Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun. 

b. Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah.  

c. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan 

sistem off-site.  

d. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan 

sistem on-site.  

e. Jumlah kawasan yang luas genangannya berkurang.  

3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan 

dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

dengan outcomenya : meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, 

perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum minum yang diukur melalui indikator 

a. Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun.  

b. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM 

sesuai NSPK. 
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c. Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan. 

d. Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, 

pendidikan, dan pelatihan.  

e. Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan.  

f. Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh 

pembinaan.  

g. Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum.  

h. Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank. 22  

i. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan).  

j. Jumlah IKK yang terfasilitasi.  

k. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan).  

l. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan 

perikanan).  

4. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman dengan output-nya: 

terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat 

penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan 

drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial yang diukur dari indikator 

kinerja output sebagai berikut :  

a. Jumlah terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan 

perkantoran.  

b. Jumlah terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai.  

c. Jumlah meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam 

pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi.  

d. Jumlah terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya 

perangkat penataan hukum.  

e. Jumlah terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan 

sarana perlengkapan.  

f. Jumlah terpenuhinya prasarana dan sarana kantor yang baik dan 

layak.  

Dinas Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor dalam menetapkan 

Tujuan dan Sasaran  telah selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

 



Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
 

37 Draft Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 

 

Tabel 3.2.Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Biak Numfor berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Pendorong dan 
Penghambat Keberhasilan Penanganannya 

 

No. 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 
K/L 

Permasalahan Pelayanan 
Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Kab.Biak Numfor 

Sebaga Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Melaksanakan 

keterpaduan 

pembangunan 

infrastruktur 

permukiman serta 

penataan bangunan 

dan lingkungan 

berdasarkan 

penataan ruang dan 

Wilayah 

Pengembangan 

Strategis (WPS).  

 

- Masih rendahnya 

pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat 

tentang hak dan 

kewajiban dalam 

pemanfaatan ruang dan 

pertanahan; 

- Kesadaran masyarakat 

yang masih kurang 

tentang aturan dan 

persoalan 

perumahan/permukiman 

 

 

- Masih kurangnya 

jumlah bidang 

tanah yang telah 

bersertifikat 

- Masalah regulasi 

tentang 

penanganan 

perumahan dan 

permukiman 

serta kawasan 

kumuh 

- Belum 

optimalnya 

partisipasi 

masyarakat 

dalam proses 

pembangunan 

bidang 

Permukiman 

dan 

Permumahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Melaksanakan 

fungsi pengaturan, 

pembinaan, dan 

pengawasan dalam 

bidang Cipta Karya 

dengan 
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mengedepankan 

prinsip 

keterpaduan, 

inklusifitas, dan 

berkelanjutan.  

 

 
 
Keterkaitan degan Visi dan Misi RPJMD Propinsi Papua 

Tabel 3. 3.  Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua , Visi : “Papua Yang  Mandiri Secara Sosial, 
Budaya, Ekonomi, dan Politik” 

Misi 4 : Penguatan  dan  Percepatan  Perekonomian  Daerah  sesuai  Potensi  

Unggulan Lokal dan Pengembangan  Wilayah berbasis Kultural  dan  

Berkelanjutan 
 

No. Tujuan Sasaran Strategi 

 Mewujudkan 

percepatan  

pembangunan 

sarana dan  

prasarana 

infrastruktur 

daerah  

guna 

menopang  

pengembangan 

wilayah serta  

akses pada 

layanan dasar 

dan  

pasar 

Meningkatnya 

Pemenuhan perumahan 

layak huni dan penataan 

pemukiman 

 Meningkatkan ketersediaan rumah 

layak huni bagi masyaraka  

 Ketersediaan air bersih, sistem 

sanitasi, pengelolaan persampahan, 

dan air limbah 
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Tabel 3. 4.  Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
(RPJMD Provinsi Papua 2018-2023) 
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3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 

 

Kabupaten Biak Numfor terletak disebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk 

Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada0° 55’–1° 27’Lintang Selatan dan 134°47’–136° Bujur 

Timur.  Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar,  yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor,  serta sekitar 

42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido. 

 

 PerwilayahanPembangunan 

Perwilayahan pembangunan dilaksanakan sebagai penjabaran strategi keterpaduan antar 

sektor yang dapat menjamin peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan.  Didalam Struktur 

susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 

fungsional.  Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi sistem perkotaan di wilayahnya 

yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.  

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah yang 

tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan 

oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. 

A. Perkotaan 

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, 

dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang secara umum terdiri atas : 

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten; 

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten; 

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten; 

d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;  

e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada 

pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu: 

o Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi 

untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa desa/kampung dan; 

o Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/kampung. 
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Rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten Biak Numfor, terdiri atas : 

1. PKNp/PKW: Biak (Distrik Biak Kota), Samofa (Distrik Samofa). 

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau 

beberapa kabupaten/kota. Dalam PP No. 27/2008 tentang RTRWN, Biak ditentukan sebagai 

PKW.  Karena potensi serta prospek perkembangannya, dalam draft RTRW Provinsi Papua, 

perkotaan Biak diusulkan menjadi PKNp. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa Provinsi. 

Biak sebagai PKW merupakan pusat dari SWP III Provinsi Papua dengan wilayah 

pengembangan Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen. 

2. PKLp: Yemburwo (Distrik Numfor Timur), Orkhdori (Distrik Swandiwe), Andei (Distrik Biak 

Utara), Yomdori (Distrik Biak Barat), Pasi (Distrik Aimando). 

PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten 

atau beberapa distrik.  Beberapa distrik di Kabupaten Biak Numfor diusulkan menjadi PKL, 

sesuai potensi dan prospek pengembangan masing-masing : 

 Yemburwo: memiliki bandara, yang merupakan prasarana transportasi utama 

penghubung Pulau Numfor dengan Pulau Biak. 

 Orkhdori: merupakan distrik perbatasan dengan Kabupaten Supiori, sehingga 

pertumbuhannya perlu didorong agar mengimbangi perkembangan yang berlangsung 

di Kabupaten Supiori. 

 Yomdori dan Pasi: memiliki pelabuhan sebagai prasarana transportasi angkutan orang 

dan barang, penghubung Kepulauan Padaido dengan Pulau Biak. 

3. PPK: Sandauw (Distrik Bruyadori), Yereboy (Distrik Warsa), Yendidori (Distrik Yendidori), 

Wadibo (Distrik Oridek). 

PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau 

beberapa kampung.  Sebagai PPK, perkotaan Sandauw, Yeruboy, Yendidori, dan Wadibu tidak 

memiliki fasilitas prasarana transportasi penting (kecuali Sandauw yang memiliki pelabuhan, 

yaitu Pelabuhan Manggari) dan sarana perdagangan dalam skala kabupaten.  Namun perkotaan 

tersebut memiliki fasilitas permukiman yang dapat melayani kegiatan skala distrik atau 

beberapa kampung, seperti fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan. 
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4. PPL: Kansai (Distrik Numfor Barat), Rawar (Distrik Orkeri), Andei (Distrik Poiru), Bosnik 

(Distrik Biak Timur), Roidifu (Distrik Andey Dalam), Soor (Distrik Yawosi), Sansudi (Distrik 

Bondifuar), Pai (Distrik Padaido).  Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL 

adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung. 

Pusat-pusat pelayanan di PPL memiliki fasilitas permukiman dasar (sarana pendidikan 

dan kesehatan) yang dapat melayani kegiatan skala antar kampung.  Pusat pelayanan di Distrik 

Yawosi dari Yawosi dipindahkan ke Soor, dikarenakan faktor fisik dasar dan pencegahan 

terhadap terjadinya bencana. 

B. Perkampungan 

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  Geolokasi kampung menjadi aspek penting dalam rencana tata ruang 

wilayah di Provinsi Papua, mengingat bahwa kampung merupakan representasi keberadaan 

masyarakat adat. 

Berdasarkan SK Bupati Biak Numfor No. 146/678 tentang Wilayah Administrasi, jumlah 

kampung di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 195 kampung (dan kelurahan), tetapi hanya 145 

kampung yang diketahui koordinatnya.  

C. Sistem Perwilayahan 

Karakter perkembangan wilayah di Kabupaten Biak Numfor cenderung linier, mengikuti 

kawasan pesisir, dimana antara wilayah pesisir timur dan pesisir barat dipisahkan oleh kawasan 

hutan dibagian tengahnya.  Sistem jaringan jalan juga berpola mengikuti perkembangan kawasan 

permukiman. 

Berdasarkan kondisi geografis seperti di atas serta hierarki pusat-pusat kegiatan maka 

rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada Rencana Struktur 

Ruang, serta penjelasan rencana sistem perwilayahaannya dijelaskan sebagai berikut : 

1. SSWP I 

o Pusat kegiatan : perkotaan Biak. 

o Wilayah pelayanan : Distrik Samofa, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur,  dan 

Distrik Oridek. 
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o Kegiatan utama : perdagangan dan jasa (komersial, sosial, pemerintahan), 

industri, transportasi, konservasi, pariwisata, kehutanan, pertanian, Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukimanserta permukiman. 

2. SSWP II 

o Pusat kegiatan : perkotaan Yomdori . 

o Wilayah pelayanan : Distrik Biak Barat, Distrik Yendidori. 

o Kegiatan utama : transportasi, kehutanan, pertanian, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukimanserta permukiman. 

3. SSWP III 

o Pusat kegiatan : perkotaan Andei. 

o Wilayah pelayanan : Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik 

Biak Utara. 

o Kegiatan utama : konservasi, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian, 

permukiman, transportasi. 

4. SSWP IV 

o Pusat kegiatan : perkotaan Orkhdori  

Orkhdori merupakan pusat kegiatan dengan fasilitas minimum dibanding 

dengan pusat-pusat kegiatan yang lain.  Mengingat bahwa orkhdori berada di 

kawasan perbatasan dengan Kabupaten Supiori maka perkembangan Orkhdori 

perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan struktur ruang. 

o Wilayah pelayanan : Distrik Swandiwe, Distrik Bondifuar. 

o Kegiatan utama : kehutanan, kelautan dan perikanan, serta permukiman. 

5. SSWP V 

o Pusat kegiatan : perkotaan Yemburwo 

o Wilayah pelayanan : Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori, 

Distrik Orkeri, Distrik Numfor Barat. 

o Kegiatan utama : kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, transportasi, 

dan permukiman. 

6. SSWP VI 

o Pusat kegiatan : perkotaan Pasi  

o Wilayah pelayanan : Distrik Padaido, Distrik Aimando. 

Kegiatan utama : konservasi, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, dan permukiman. 
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3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis 

1. Metode Penentuan Isu-Isu Strategis 

Pengertian isu kritikal/strategis adalah “kebijakan fundamental atau perhatian program 

yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi 

pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal/strategis menceminkan persoalan-

persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-

kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi 

dan/atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah 

persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu 

perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal SKPD Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dapat menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan menjadi 

isu yang kritis/strategis.  Dalam perumusan isu strategis, perlu memperhatikan antara lain: 

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan penataan ruang. 

b. Penyerahan urusan pemerintah bidang Perikanan yang menjadi urusan daerah. 

c. Visi misi kepala daerah terpilih 

d. Rencana strategis Kementerian  Kelautan dan Perikanan yang masih berlaku 

e. RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang masih berlaku 

f. Pencapaian kinerja Renstra SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

terdahulu. 

 

 Isu-Isu Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun 

yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis bidangDinas 

Perumahan dan Kawasan Permukimanyaitu : 

a. Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana 

(kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amanat PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). 

b) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukimanmelalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan 

akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima. 

c) Hasil pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara aman dan  
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nyaman bagi semua golongan masyarakat terutama penduduk asli Papua, termasuk 

golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (special needs) seperti lansia, anak-anak, 

dan difable. 

 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut : 

1. Rendahnya kualitas SDM, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi 

masyarakat; 

2. Sejumlah tanah yang ada bangunan dan fasilitas pemerintah belum memilki dokumen 

pelepasan tanah; 

3. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban 

dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan;  

4. Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian;  

5. Belum tersedianya sistem informasi yang handal; 

6. Pengurangan jumlah keluarga miskin yang relative lambat.  

7. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta 

Ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 

Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) Biak Numfor.  

8. Belum memadainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Kawasan Pemukiman 

Perkotaan dan Perdesaan. 

9. Masih ada beberapa kawasan kumuh (Slum); 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor harus 

mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 yang sesuai dengan bidang 

Perikanan yaitu : 

Visi :“BIAK  NUMFOR  YANG  RELIGIUS,  BERKARAKTER  DAN  BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU 

PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJUKESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN”. 

Misi : 4.     Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang 

Lingkungan dan Tata Ruang 

 
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Tujuan  merupakan  sesuatu  yang  akan  dicapai atau  dihasilkan  dalam  jangka  waktu  satu  

sampai  lima tahun  ke  depan.  Maka  Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Biak Numfor  menetapkan  beberapa  tujuan  yaitu sebagai berikut :  

 

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan 

kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; 

3. Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman 

serta prasarana, sarana dan utilitas; 

4. Terwujudnya efektifitas penanganan permukiman secara terkoordinasi dan berkelanjutan 

yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah; 

5. Meningkatknya Jumlah Penyelesaian pembebasan dan pensertifikatan lahan masayarakat 

dan lahan yang sudah ada bangunan pemerintah dan fasilitas Umum. 

 

4.2. Sasaran  Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 
Sasaran  merupakan  penjabaran  dari  tujuan  yang menggambarkan  sesuatu  yang  akan  

dicapai  melalui serangkaian  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  prioritas agar  penggunaan  

sumber  daya  dapat  efisien  dan  efektif. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kabupaten  Lampung  Barat  adalah  sebagai  

berikut :  
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1. Tujuan      : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah 

     Sasaran :  -      Meningkatnya Pelayanan Perkantoran 

- Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 

 

2. Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian 

perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Sasaran :  - Tersusunnya Perencanaan Penataan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

 

3. Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman 

serta prasarana, sarana dan utilitas 

Sasaran : -   Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh. 
- Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni 

 

4. Tujuan  : Meningkatkan Jumlah Penyelesaian pembebasan dan pensertifikatan lahan 

masyarakat dan lahan yang sudah ada bangunan Pemerintah dan fasiitas 

umum 

       Sasaran : Penyelesaian pembebasan lahan yang sudah ada bangunan    

pemerintah dan fasilitas umum 

Pensertifikatan lahan lahan yang sudah ada bangunan   

pemerintah dan fasilitas umum 

 

5. Tujuan     :  Meningkatkan Pengelolaan Areal Pemakaman 

                                             Sasaran :  Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 



Tujan dan  Sasaran 

48 Draft Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR        

TUJUAN/SASARAN 
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 

    I II III IV V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Meningkatkan Kinerja 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Pelayanan 

Perkantoran 

Presentasi Pelayanan 

administrasi perkantoran 

yang memadai 

100 100 100 100 100 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan apratur 

Presentasi Kinerja Aparatur 

yang akuntabel 

100 100 100 100 100 

2. Meningkatkan kualitas 

perencanaan, 

pengembangan dan 

pengendalian perumahan 

dan kawasan permukiman 

demi perwujudan 

pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Tersusunnya Perencanaan 

Penataan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

 

      

3 Meningkatkan akses 

masyarakat dan kualitas 

pelayanan perumahan dan 

permukiman serta 

prasarana, sarana dan 

utilitas 

Meningkatnya Rumah 
Layak Huni  
 

Cakupan Jumlah rumah layak 

Huni yang terbangun 

2.366 3.581 4.795 6.010 7.225 
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Meningkatkan bantuan 
Stimulan 

Jumlah bantuan stimulan 
per kepala keluarga 

1.830 2.580 3.330 4.080 4.830 

  
Meningkatnya 
Penanganan Kawasan 
Kumuh 

Cakupan penataan kawasan 
kumuh yang 
terbangun (PERSEN) 

22 29 36 43 50 

4 

Meningkatkan Jumlah 
Penyelesaian 
pembebasan dan 
pensertifikatan lahan 
masyarakat dan lahan 
yang sudah ada 
bangunan Pemerintah 
dan fasiitas umum 

Penyelesaian 
pembebasan lahan yang 
sudah ada bangunan  
pemerintah dan fasilitas 
umum 

Jumlah bidang tanah yang 
dibebaskan 

     

  

Pensertifikatan lahan 
lahan yang sudah ada 
bangunan pemerintah 
dan fasilitas umum 

Jumlah Bidang tanah yang 
disertifikatkan 

     

5. 
Meningkatkan 
Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Pembangunan sarana 
dan Prasarana 
pemakaman 

Jumlah  Sarana dan 
Prasarana Pemakaman yang 
dibangun 

18 26 34 50 60 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5. 1. Stretegi 

Berdasarkan visi, misi Bupati serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 

Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan 

secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan 

berdasarkan masing-masing Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut: 

Strategi :  

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

b. Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan perumahan dan 

permukiman yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya yang memadai 

c. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman serta utilitas 

umum 

d. Peningkatkan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat 

e. Peningkatan cakupan pelayanan pertanahan melalui peningkatan fasilitas, 

perencanaan pengembangan dan pengganggaran 

f. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk program prioritas pembangunan daerah 

g. Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pemanfaatan kawasan pemakaman  

 

5. 2. Arah dan Kebijakan 

Arah dan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang 

berwenang  untuk  dijadikan  pedoman,  pegangan  atau  petunjuk  dalam mengembangkan  ataupun  

pelaksanaan  program/kegiatan  guna  tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan dan sasaran Organissi Perangkat Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang 

ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana 

Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada 

Tabel 5.1. sebegai berikut : 

1. Menjaga stabilitas dan kenyamanan lingkungan kantor Dinas 

2. Penataan kelembagaan dan tatalaksana OPD 

3. Penerapan disiplin Aparatur 
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4. Peningkatan cakupan perbaikan Rumah Layak Huni 

5. Peningkatan cakupan pembangunan Rumah Layak Huni 

6. Peningkatan prasarana Perumahan 

7. Penyusunan baseline kawasan permukiman 

8. Pembangunan Permukiman berwawasan lingkungan 

9. Pendataan, inventarisasi dan identifikasi pertanahan 

10. Sosialisasi peningkatan status hak atas tanah 

11. Sosialiasi mengenai pemanfatan areal pemakaman 

12. Pelatihan bagi Aparatur Pengelola Areal Pemakaman 
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Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran. Strategi dan Kebijakan 

 

VISI : “BIAK  NUMFOR  YANG  RELIGIUS,  BERKARAKTER  DAN  BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA   
SAING MENUJUKESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN 

MISI  :    Meningkatkan  Perekonomian  Daerah  melalui  Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan 
Daerah 

No Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan 

1. 
Meningkatkan Kinerja Perangkat 
Daerah 

Meningkatnya Pelayanan 
Perkantoran 

Peningkatan akuntabilitas kinerja 
Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

menjaga stabilitas dan 
kenyamanan lingkungan 
kantor Dinas 
Membuat laporan sesuai 
aturan dan tepat waktu 

Meningkatnya kualitas pelayanan 
apratur 

 

Penerapan aturan disiplin 
pegawai 
Penataaan Kelembagaan dan 
Tata Laksana OPD 

2. 

Meningkatkan kualitas 
perencanaan, pengembangan dan 
pengendalian perumahan dan 
kawasan permukiman demi 
perwujudan pembangunan yang 
berkelanjutan. 

 
Tersusunnya Perencanaan 
Penataan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
 

 
Menyelenggarakan fungsi 
monitoring dan evaluasi kegiatan 
perumahan dan permukiman yang 
ditunjang dengan kapasitas sumber 
daya yang memadai 
 

Penyusunan baseline kawasan 
permukiman 

Pembangunan Permukiman 
berwawasan lingkungan 

3. 

 
 
 
Meningkatkan akses masyarakat 
dan kualitas pelayanan perumahan 
dan permukiman serta prasarana, 
sarana dan utilitas 

Meningkatnya Rumah Layak Huni 

Peningkatan pembangunan yang 
berkelanjutan dengan kebijakan 
peningkatan kualitas sarana dan 
prasarana dasar perumahan dan 
permukiman serta utilitas umum 

Peningkatan kualitas Rumah 
Layak Huni 

  Meningkatkan bantuan Stimulan Peningkatkan kapasitas kesadaran hidup 
sehat dan kualitas kesehatan masyarakat 

Peningkatan prasarana 
Perumahan layak huni 
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No. Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan 

4. Meningkatkan Jumlah Penyelesaian 

pembebasan dan pensertifikatan 

lahan masyarakat dan lahan yang 

sudah ada bangunan Pemerintah 

dan fasiitas umum 

 

Penyelesaian pembebasan lahan yang 

sudah ada bangunan  pemerintah dan 

fasilitas umum 

Peningkatan cakupan pelayanan 

pertanahan melalui peningkatan fasilitas, 

perencanaan pengembangan dan 

pengganggaran 

 

Pendataan, inventarisasi dan 

identifikasi pertanahan 

 

 Meningkatkan ketersediaan tanah untuk 

program prioritas pembangunan daerah 

 

Sosialisasi peningkatan status hak 

atas tanah 

 

5. Meningkatkan Pengelolaan Areal 

Pemakaman 

Pembangunan sarana dan Prasarana 

pemakaman  

Meningkatkan kesadaran Masyarakat 

tentang pemanfaatan Areal pemakaman  

 

Sosialiasi mengenai pemanfatan 

areal pemakaman 

Pelatihan bagi Aparatur Pengelola 

ArealPemakaman 
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BAB VI 

RENCANA PRGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 

Untuk  mendukung  pencapaian  sasaran  jangka  menengah yang  telah  ditetapkan,  Dinas   

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten  Biak Numfortelah  menyusun  rencana  program  

dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  kedepan  dengan 

penjabaran sebagai berikut :  

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

a.  Penyusunan Renstra OPD 

 

2. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listik 

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

d. Jasa Administrasi Keuangan 

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

h. Penyediaan Makan dan Minuman 

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 

k. Penunjang DAK/TP dan kegiatan Pusat lainnya 

l. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

a.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

 

4. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan.  

a.    Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD 

5. Program Program Pengembangan Perumahan 

a.    Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Asli Papua (OTSUS) 

b.    Pembangunan Rumah Swadaya (DAK Afirmasi) 

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

a.    Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
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7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 

a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 

 

8. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 

a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 
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6.1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFTahun 2019-2023. 
 

Tujuan Sasaran kode 
Program 

dan 
kegiatan 

indikator 
kinerja 
tujuan, 

sasaran, 
program 

dan 
kegiatan 

satuan 
indikato
r kinerja 

capaian pada 
tahun awal 

perencanaan 
Target kinerja program dan kerangka pendanaan 

kondisi 
kinerja 

pada 
akhir 

periode 
RENSTR

A-PD 

Unit 
Kerja 

Perangk
at 

Daerah 
Penangg
ungjawa

b 

Lokasi 
(Kamp

ung/ 
Distrik
/Kabu
paten/
Kota) 

2017 201
8 

2019 2020 2021 2022 2023    

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.    
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1. 
Meningkat
kan 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Meningkat 
nya 
Pelayanan 
Perkantoran 

 Program 
Perenca 
naan 
Pembangun
an Dareah 

                 

 1. 
Penysunan 
Renstra OPD 

Tersusun 
nya 
Dokuemn 
Renstra 
yang berisi 
Program 
dan kegiatan 
untuk 5 
Tahun 

Dokumen - - 1 15.00
0.000 

           

 Program 
Pelayanan 
Adminstrasi 
Perkantoran 

                 

 1. 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi 
Sumber 
Daya Air dan 
Listik 

Tersedianya 
jaringan 
internet, air 
dan listrik 

Bulan   12 75.00
0.000 

12 84.0
0000
0 

12 83.00
0.000 

12 94.00
0.000 

12 105.
000.
000 

60   

 2. 
Penyediaan 
Jasa 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 

Adanya 
service 
computer 
dan printer 

Unit    4 17.00
0.000 

2 6.00
0.00
0 

2 7.000.
000 

2 8.000.
000 

2 8.00
0.00
0 

16   

Service Ac Unit    2 1 1 1 1 6   

Pemeliharaa
n alat 
komunikasi 

Set   1             

 3. 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaa
n dan 
Perizinan 
Kendaraan 

Tersedianya 
jasa 
pemeliharaa
n dan 
perizinan 
kendaraan 
kantor 

Unit    6 50.00
0.000 

4 28.0
00.0
00 

4 30.00
0.000 

4 32.00
0.000 

4 34.0
00.0
00 

22   
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Dinas 
Operasional 

 4. Jasa  
Administras
i Keuangan 

Adanya 
Honorarium 
PA,PPK, 
Pejabat 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa, Panitia 
Pemeriksa/
Penerima 
Barang 
 

orang   12 60.00
0.000 

12 90.0
00.0
00 

12 10.00
0.000 

12 110.0
00.00
0 

12 120.
000.
000 

60   

 Adanya Jasa 
Sopir dan 
Satpam 

orang   2 2 2 2 2 10   

  Adanya 
laporan 
administrasi 
keuangan 

Dokumen   1 1 1 1 1 5   

 5. 
Penyediaan 
Jasa 
Kebersihan 
Kantor 

tersedianya 
bahan dan 
peralatan 
kebersihan 

jenis   17 5.000.
000 

17 6.00
0.00
0 

17 7.000.
000 

17 8.000.
000 

17 9.00
0.00
0 

85   

  6. 
Penyediaan 
Alat Tulis 
Kantor 

Tersedianya 
alat tulis 
kantor 

jenis   39 20.00
0.000 

32 18.0
00.0
00 

32 19.00
0.000 

32 20.00
0.000 

32 20,0
00,0
00 

167   

 7. 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa
n 

Tersedianya 
barng 
cetakan dan 
penggandaa
n 

lembar   23875 11.00
0.000 

23875 11.0
00.0
00 

23875 12.00
0.000 

23875 13.00
0.000 

23875 14.0
00.0
00 

119.375   

 8. 
Penyediaan 
Makan dan 
Minuman 

Tersedianya 
makanan 
dan 
minuman   

pack   750 30.00
0.000 

750 30.0
00.0
00 

750 32.00
0.000 

750 34.00
0.000 

750 36.0
00.0
00 

3750   

 9. Rapat-
Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
ke Luar 
Daerah 

adanya 
Peningkatan 
koordinasi 
antar daerah 

orang/ha
ri 

   
75 

 
248.0

00.00

0 

 
75 

 
248.

000.

000 

 
75 

 
258.0

00.00

0 

 
75 

 
270.0

00.00

0 

 
75 

 
282.

000.

000 

 
375 

  

 10. Rapat-
Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
ke Dalam 
Daerah 

Terselangga
rany rapat 
dan 
kosultasi 
dalam 
daerah 

orang/ha
ri 

  51 51.12
0,000 

51 51.1
20,0
00 

51 55.00
0000 

51 60.00
0.000 

51 67.0
00.0
00 

255   

 11. 
Penunjang 
DAK/TP dan 

Tersedianya 
Adminstrasi 
Lelang, 

Bulan   12 113.9
48.00
0 

12 115.
000.
000 

12 125.0
00.00
0 

12 132.0
00.00
0 

12 140.
000.
000 

60   
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kegiatan 
Pusat 
lainnya 

Evaluasi, 
koordinasi, 
Monitoring 
&Pelaporan 
kegiatan 
dengan 
sumber 
Dak/TP dan 
kegiatan 
pusat 
lainnya 

 12. 
Penyediaan 
Sarana 
Persewaan 
Mobilitas 
Darat dan 
Air 

                 

                    

Meningkatny

a kualitas 

pelayanan 

apratur 

 Progran 
Peningkata
n Disiplin 
Aparatur 

                 

   1. 
Pengadaan 
Pakaian 
Dinas 
Beserta 
Perlengkapa
nnya 

Tersedianya 
pakaian 
Dinas  

setel    - - - 60 90.00
0.000 

- - - - 60   

 Meningkatny

a 

Pengembang

an, Sistem 

Pelaporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan 

 Program 
Peningkata
n 
Pengemban
gan, Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

                 

   Penyusunan 
laporan 
capaian 
kinerja dan 
Ikhtisar 
realisasi 
kinerja OPD 

Tersedianya 
laporan 
keuangan 
OPD yang 
akuntabel 
dan tepat 
waktu 

Dokumen   6 15.00
0.000 

6 16.0
00.0
00 

6 17.00
0.000 

6 18.00
0.000 

6 19.0
00.0
00 

30   

Meningka
tkan 
akses 
masyarak
at dan 

  Program 
Program 
Pengemban
gan 
Perumahan  
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kualitas 
pelayana
n 
perumah
an dan 
permuki
man 
serta 
prasaran
a, sarana 
dan 
utilitas 
 Meningka

tnya 
Rumah 
Layak 
Huni  

 

 a.Pembang
unan 
Rumah 
Layak Huni 
bagi 
Masyarakat 
Asli Papua 
(OTSUS) 

Tersedianya 
Rumah 
Layak Huni 
bagi 
Masyarakat 
Asli Papua 
(OTSUS) 

                

 Meningkat
kan 
bantuan 
Stimulan 

 b.Pembang
unan 
Rumah 
Sadaya 
(DAK 
Afirmasi) 

Tersedianya 
Rumah 
Sadaya 
(DAK 
Afirmasi) 

                

Meningka

tkan 

Jumlah 

Penyeles

aian 

pembeba

san dan 

pensertifi

katan 

lahan 

masyarak

at dan 

lahan 

yang 

sudah 

ada 

banguna

n 

Pemerint

ah dan 

fasiitas 

umum  

 

Penyelesaia
n 
pembebasa
n lahan yang 
sudah ada 
bangunan  
pemerintah 
dan fasilitas 
umum 

 6.Program 
Penataan 
Penguasaa
n, 
Pemilikan,
Penggunaa
n dan 
Pemanfaata
n Tanah 

                 

   a.Penataan 
Penguasaa
n, 

Tersedianya
Penataan 
Penguasaan, 
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Pemilikan,
Penggunaa
n dan 
Pemanfaata
n Tanah 

Pemilikan,P
enggunaan 
dan 
Pemanfaata
n Tanah 

                     
                     
 
Meningkat
kan 
Pengelola
an Areal 
Pemakam
an 

Pembangun
an sarana 
dan 
Prasarana 
pemakaman 

 Program 

Pengelolaa

n Areal 

Pemakama

n 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

7.1. IndikatorKinerja 

7.1.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja 

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya 

dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SistemAKIP). Sistem AKIP 

terdiri atas: Sub sistem perecanaan, sub sistem pengukuran kinerja dan sub sistem pelaporan kinerja. 

Dalam modul Pengkurunan dan Analisis Kinerja disebutkan: Pengukuran kinerja merupakan sub 

sistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kinerja. (MenegPAN,2008:2). 

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator 

kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang 

direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja 

dalam dokumen perenanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi 

atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

mewajibkan setiap penyelenggara negara baik dipusat maupun didaerah untuk melakukan 

pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan dan Permenpan-RB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan 

pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban 

melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

7.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik dipusat maupun didaerah menyusun 

laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan 



Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

62 Draft Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 

 

satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali 

sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. 

Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan 

keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal 

dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci(IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator 

Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 

/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama. 

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan 

sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. 

Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu 

informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau 

kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran 

yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakanakan menjadi kinerja suatu organisasi 

akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja 

dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya 

memberikan arti dari nilai tersebut (apa). 

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu 

memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula 

disebut Key Performance Indicator .Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tangga l31 Mei 2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja 

utama. 

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah 

Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah. 
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IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan ,menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen 

Rencana Pembangunan. 

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja 

pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan 

organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit 

kerja yang ada dilingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan katalain, pemilihan indikator 

kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit 

kerja pendukungnya. 
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Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 

NO. INDIKATOR 
Kondisi 

Kinerja pada 
awal RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja pada 
akhir RPJMD 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

Presentasi Pelayanan administrasi 
perkantoran yang memadai 

     100 100 

Presentasi Kinerja Aparatur yang 
akuntabel 

     100 100 

2. Jumlah Rumah Layak Huni        

3. 
Jumlah bantuan Stimulan per 
kepala keluarga 

       

4. 
Jumlah Tanah Pemeritah  yang 
digantirugikan 

       

5. 
Jumlah lokasi tanah pemerintah 
yang disertifikatkan 

       

6. 
Jumlah  Sarana dan Prasarana 
Pemakaman yang dibangun 

       



Penutup 

65 Draft Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 

 

 

PENUTUP 
 

Rencana Strategi yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai 

dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas. Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor telah memperhatikan permasalahan, 

faktor–faktor penghambat dan faktor–faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan 

peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh 

melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbangdes, 

Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut 

dipadukan dan disingkrunkan dengan rencana program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, 

provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini. 

Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, epektif, transparan 

dan akuntabel. Dan keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisi pasi semua 

pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Dan pada akhir tahun wajib 

dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui 

penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi 

tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk 

melaksanakan Program dan Kegiatan sampai lima tahun mendatang. Menyadari kekurangan dan 

keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua 

pihak berupa usul dan saran–saran untuk perbaikan pada berikutnya. 
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Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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